








































1

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, Undang-Undang

No. 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional merupakan kebijakan sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional yang ditetapkan Pemerintah dalam bentuk Undang-undang.

Sepatutnya, pembangunan memberikan kemajuan dan keadilan

kepada semua rakyat Indonesia. Tetapi pada kenyataannya hasil

pembangunan belum seutuhnya dirasakan dan mewujudkan harapan

serta kebutuhan dari sebagian warganya, terutama perempuan dan

kelompok marginal (miskin). Fenomena inilah yang mendorong

aktivitas agar hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil

oleh kaum perempuan karena dua alasan yaitu : pertama, jumlah

kaum perempuan cukup besar di Indonesia bahkan lebih besar dari

jumlah kaum laki-laki; kedua, bahwa pembangunan yang memberikan

kepedulian bagi kemajuan perempuan akan memberikan partisipasi

pada percepatan hasil-hasil pembangunan secara keseluruhan.

Pada Konferensi Beijing dideklarasikan bahwa kewajiban

Pemerintah untuk memajukan kesetaraan, pembangunan, dan

perdamaian bagi semua perempuan dimanapun, dalam kepentingan

kemanusiaan. Upaya representasi dari komitmen ini yaitu program

pengarusutamaan gender (gender mainstreaming). komitmen akan



2

pengarusutamaan gender di Indonesia tertuang dalam Instruksi

Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG).

PUG adalah desain untuk memasukan isu dan pengalaman

perempuan dan laki-laki ke dalam suatu sudut pandang secara terpadu

dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi

kebijakan dan program dalam setiap bidang pembangunan, agar

perempuan dan laki-laki mendapat manfaat yang sama. Konsekuensi

dari desain ini adalah permintaan adanya penganggaran yang lebih

responsif gender atau anggaran yang sensitif gender.

Lembaga Pengarusutamaan Gender (PUG) yang utama pada

tingkat Provinsi adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak. Sebagai lembaga esensial dalam memfasilitasi

dan mewujudkan PUG, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak memiliki fungsi menyelenggarakan urusan

Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan

Pemerintahan Negara.

Selain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

lembaga yang penting dalam rangka penerapan pengarusutamaan

gender adalah BAPPEDA, Inspektorat dan BPKPD. Kesemuanya

mempunyai konstribusi yang penting dalam pengarusutamaan gender

dan memperkenalkan pengarusutamaan gender pada proses

perencanaan dan proses penganggaran pembangunan sektor publik.
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Tidak dapat dibuktikan bahwa pada proses perencanaan dan

penganggaran mereka mempertimbangkan asumsi dan dampak dari

jenis kelamin. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya implementasi

instrumen pengarusutamaan gender sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri

No. 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Indonesia Wilayah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927).

Selanjutnya, untuk mewujudkan anggaran yang adil, harus ada

proses eksplorasi yang terpisah dari sistem yang ada mengenai pola-

pola yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Yang utama

tujuannya bukan untuk menuntut rencana dan anggaran khusus untuk

perempuan yang terpisah dari laki-laki, akan tetapi kerangka kerja atau

alat analitis untuk merealisasikan keadilan dalam penerimaan manfaat

pembangunan tanpa diskriminasi gender. Realisasi Kesetaraan dan

Keadilan Gender (KKG) dikenali dengan hilangnya diskriminasi antar

perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, peluang untuk

berpartisipasi, mengendalikan pembangunan serta mendapatkan

kesetaraan dan manfaat yang sama dari pembangunan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah suatu parameter yang

mengungkapkan bagaimana penduduk suatu daerah memiliki peluang

dalam mengakses hasil pembangunan sebagai bagian dari haknya
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dalam memperoleh pendidikan, kesehatan, dan pendapatan dengan

diskripsi capaian terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG

merupakan indeks perolehan kemampuan dasar pembangunan

dengan tolak ukur yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). Data yang presentasikan terpilah antara laki-laki dan

perempuan. IPG dipakai untuk mengenali ada tidaknya

ketidaksetaraan pembangunan manusia antara laki-laki dan

perempuan

IPG Provinsi Sulawesi Barat dari terus meningkat waktu ke waktu

kecuali pada tahun 2019 mengalami penurunan, tetapi lebih rendah

dari rata-rata Nasional :

Tabel 1.1 :
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional

Tahun 2015 – 2019

Sumber data : Badan Pusat Statistik

Kesenjangan gender di Provinsi Sulawesi Barat dapat ditinjau dari

beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan melalui angka rata-rata

lama sekolah dan aspek kesehatan melalui angka harapan hidup.

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata jumlah

tahun hidup yang dapat ditempuh oleh seseorang. AHH adalah

parameter penting yang menggambarkan tingkat kesehatan

2015 2016 2017 2018 2019

1. Provinsi Sulawesi Barat 89,52 89.35 89,44 90,05 89.76

2 Nasional 91.03 90.82 90.96 90.99 91.07

No Nama
Indeks Pembangunan Gender ( IPG)
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masyarakat pada suatu daerah sebagai hasil dari pelaksanaan

pembangunan khususnya di sektor kesehatan.

Tabel 1.2
Angka Harapan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019

Sumber : Badan Pusat Statistik

Kecenderungan AHH perempuan di Sulawesi Barat

memperlihatkan kenaikan selama periode 2015-2019. Pada tahun 2015

AHH perempuan mencapai  66,18 tahun, kemudian meningkat menjadi

66,20 di tahun 2016, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan

menjadi 77,78 tahun. Perbandingan AHH perempuan dan laki-laki selama

kurun waktu 5 tahun tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jika

angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-

laki, kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada masalah untuk angka

harapan hidup tersebut. Karena jika kita berbicara pengarusutamaan

gender maka kita bukan hanya bicara perempuan saja tetapi juga laki-laki.

Melihat kondisi angka harapan hidup laki-laki yang dibawah perempuan,

harus ada usaha agar kesenjangan harapan hidup tersebut lama-

kelamaan menjadi mengecil atau bahkan tidak terdapat kesenjangan.

Selama periode 2015-2019 capaian RLS penduduk laki-laki masih

relatif lebih tinggi dari capaian penduduk perempuan. Keadaan ini

ditunjukkan oleh realisasi tiap tahun yang mengalami angka perbedaan

Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr

1.
Sulawesi
Barat 62.36 66.18 62.49 66.20 62.52 66.23 62.76 66.47 62.96 77.78

2. Nasional 68.93 72.78 69.09 72.80 69.16 73.06 69.30 73.19 69.44 73.33

No Nama
Angka Harapan Hidup ( Tahun)

2015 2016 2017 2018 2019
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tinggi. Di tahun 2015, rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki sebesar

7,33 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah penduduk perempuan

sebesar 6,71 tahun. Setiap tahun, capaian tersebut meningkat dan pada

tahun 2019 capaian rata-rata lama sekolah penduduk perempuan (7,50

tahun) lebih rendah dari capaian rata-rata sekolah penduduk laki-laki (

8,00 Tahun). Capaian rata rata lama sekolah secara rinci di Provinsi

Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Angka rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun 2015-2019

Sumber : Badan Pusat Statistik

Seperti halnya praktek di banyak negara, utamanya di negara-

negara berkembang, maka pembangunan di Indonesia juga belum secara

ideal melibatkan kaum perempuan. Akibatnya, hasil-hasil pembangunan

menjadi bias gender atau bahkan tidak sensitif gender, utamanya pada

belum sensitifnya terhadap kebutuhan perempuan, yang dengan

sendirinya menghasilkan ketidakadilan gender. Representasi

ketidakadilan gender ini antara lain adalah marginalisasi perempuan, dan

juga beban ganda yang harus dialami perempuan. (Faqih, 1997:2).

Padahal kaum perempuan, sebagai warga negara juga dijamin untuk

memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan kebutuhan

Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr

1. Sulawesi
Barat 7,33 6,71 7,4 6,91 7,55 7,08 7,66 7,28 8 7,5

2. Nasional 8,35 7,35 8,41 7,5 8,56 7,65 8,62 7,72 8,81 7,89

No Nama
Angka Rata-rata lama Sekolah ( Tahun)

2015 2016 2017 2018 2019
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spesifiknya, sudah seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah

melalui beragam model pelayanan di berbagai aspek kehidupan. Menjadi

sebuah keharusan, keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan

kaum perempuan terutama melalui intervensi anggaran yang lebih

responsif gender. Sasarannya tidak lain adalah merealisasikan kesetaraan

gender. Kesetaraan gender sendiri adalah suatu sistem yang memberikan

kesempatan perempuan dan laki-laki mendapatkan akses, partisipasi,

kontrol, dan manfaat yang sama dalam beragam aktifitas baik dalam

keluarga, masyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara.

Beberapa penelitian tentang Anggaran Responsif gender

mengungkapkan masih banyak daerah di Indonesia belum

mengalokasikan anggaran berdimensi gender, sehingga hasil berbagai

kebijakan dan program masih menggambarkan kesenjangan gender.

Menariknya adalah bahwa belum adanya pengalokasian anggaran

berdimensi gender ini lebih banyak dipicu karena pengertian yang salah

dari pengambil kebijakan, karena dalam pengertiannya anggaran

responsif gender lebih sebagai anggaran netral gender. Oleh karena itu

menjadi menarik untuk melihat apakah Provinsi Sulawesi Barat juga telah

mengalokasikan anggaran berdimensi gender pada APBD tahun 2018-

2019.

II. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif

Gender (PPRG) dalam Pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat
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khususnya bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan

Perempuan ?.

2. Berapa alokasi anggaran pada program yang responsive gender tahun

2018-2019 pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas

pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian

penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat ?.

3. Problem-problem utama apa yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi

Sulawesi Barat dalam mewujudkan Anggaran Responsif Gender

(ARG).

III. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Perencanaan dan

penganggaran responsif gender (PPRG) dalam siklus perencanaan

dan penganggaran di Sulawesi Barat khususnya bidang pendidikan,

kesehatan dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Mengetahui dan menganalisis alokasi anggaran program responsif

gender melalui Gender Analysis Pathaway (GAP) pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Dinas Kesehatan dan

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat

3. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.
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IV. Manfaat penelitian

1. Meningkatnya Kesetaraan Gender dalam berbagai bidang

pembangunan khususnya pendidikan dan kesehatan di Provinsi

Sulawesi Barat

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan PUG dan

pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Landasan Hukum

Dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

merupakan sinyal bahwa Pemerintah Indonesia peduli terhadap upaya

penyetaraan gender dalam masyarakat. Inpres ini dikeluarkan oleh

Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 19 Desember tahun 2000.

Berbagai macam peraturan muncul setelahnya, seperti Keputusan Menteri

Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 132 Tahun 2003 yang kemudian

diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15

Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan

Gender di Daerah. Tahun 2010, berbagai macam peraturan dikeluarkan

terkait upaya mencapai kesetaraan gender memberi arti bahwa hal ini

sangatlah penting untuk menjadi perhatian.

Peraturan ini adalah dasar untuk mengembangkan Perencanaan dan

Penganggaran Responsif Gender (PPRG). PPRG ini adalah kebijakan

Nasional untuk mempercepat pengarusutamaan gender yang telah

dikonfirmasi melalui Joint Circular (SEB) antara empat Menteri, mereka

adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas

No 270 / M.PPN / 11/2012, Menteri Keuangan dengan No: SE.33 / MK .02

/ 2012, Menteri Dalam Negeri No: 050 / 4379A / SJ dan Menteri
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No SE 46 / MPP-PA /

11/2012 mengenai Strategi Nasional untuk Mempercepat

Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Responsif Gender

dan Angggaran.

Di daerah setempat, implementasi PPRG sebenarnya telah

diamanatkan dalam Permendagri (urusan dalam negeri) peraturan) No. 15

tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, tetapi

penegasan terhadap implementasi PPRG melalui analisis gender1 baru

dinyatakan dalam Permendagri Nomor 67 tahun 2011 sebagai

Amandemen Permendagri Nomor 15 Tahun 2008. Menteri Dalam Negeri

menjelaskan tahapan dari implementasi PUG mulai dari Perencanaan,

Penganggaran, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi. Itu implementasi

strategi PUG ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

54 tahun 2010 tentang Implementasi PP No. 8 tahun 2008 tentang

Tahapan Prosedur Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Implementasi

Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Keuangan Daerah Manajemen juncto Permendagri No. 59 tahun

2007 tentang Manajemen Keuangan Daerah.

Hal ini dianggap sangat penting karena PUG sangat berdampak bagi

pembangunan daerah. Oedjoe dalam Bastian (2006: 208) menemukan

bahwa ketidaksetaraan gender dalam pembangunan pada akhirnya

1 Analisis gender adalah identifikasi secara sistemik tentang isu-isu gender yang disebabkan
karena adnya pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki- laki.  Analisis
ini dilakukan karena pembedaan peran dan hubungan sosial tersebut berakibat pada perbedaan
pengalaman, aspirasi dan kebutuhan, serta pembedaan akses, partisipasi, dan manfaat
pembangunan. (KPPA,2012:15)
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menurunkan Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG), hingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Daerah

dengan IPG, IDG, dan IPM yang rendah mengindikasikan bahwa

masyarakat di daerah tersebut sedang mengalami pertumbuhan ekonomi

yang lambat, kurang mendapatkan perhatian (secara khusus pada bidang

kesehatan dan pendidikan), dan banyak ditemukan masyarakat yang

menganggur. Hasil yang sama ditemukan di Jerman oleh Klasen (2000)

yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan gender dalam bidang

pendidikan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi yang ditandai

dengan menurunnya kualitas dari SDM (human capital). Penelitian dari

UNDP secara spesifik membuktikan bahwa pemberdayaan perempuan

memiliki dampak ganda, dan membantu mendorong pertumbuhan

ekonomi negara bahkan dunia.

A. Konsep Gender

Secara etimologis, kata gender berasal dari bahasa Inggris, “gender”

berarti “jenis kelamin”. Sementara dalam Webster’s New World Dictionary,

gender diartikan sebagai “perbedaan yang tampak antara laki-laki dan

perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”.Gender adalah

perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan

perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial dan dapat berubah

sesuai dengan perkembangan jaman (BKkbN,2009).

Sedangkan menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen P3A RI, 2010), gender
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adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung

jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat keadaan sosial dan

budaya masyarakat, dan dapat berubah. Dari berbagai pendapat di atas

dapat disimpulkan bahwa gender merupakan suatu konsep yang

digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan

dilihat dari segi sosial-budaya. Gender dalam arti ini, laki-laki dan

perempuan didefinisikan dari sudut non-biologis.

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah

Daerah. Artinya, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya

pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah

(Mardiasmo, 2002). Oleh sebab itu sistem penyusunan beserta

pelaksanaan anggaran seyogyanya difokuskan pada upaya untuk

mendukung pelaksanaan kegiatan atau program yang menjadi prioritas

dan preferensi daerah yang bersangkutan.

C. Gender Analisys Pathway

Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan suatu instrumen analisis

gender yang digunakan untuk mendukung para perencana dalam

melaksanakan pengarusutamaan gender pada proses perencanaan

kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Dengan memanfaatkan GAP,

para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan mampu

mengenali kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan terkait

gender, sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/kegiatan
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pembangunan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus

kesenjangan gender tersebut (Bappenas,2001).

Tahap-tahap pelaksanaan GAP menurut Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas, 2001) yaitu :

1. Memilih kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis

a. Memilih kebijakan/program/kegiatan yang hendak dianalisis

b. Menuliskan tujuan kebijakan/ program/kegiatan.

2. Menyajikan data pembuka wawasan

a. Menyajikan data pembuka wawasan yang relevan dengan

program/kegiatan  baik terpilah menurut jenis kelamin maupun

spesifik pada salah satu jenis kelamin

b. Data terpilah ini bisa berupa data statistik yang kualitatif atau yang

kuantitatif

3. Menganalisis isu gender

Menganalisis isu gender pada OPD yang menjadi pilot project

penerapan ARG yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4. Rencana Aksi

a. Menetapkan rencana Aksi. Rencana aksi diharapkan dapat

mengatasi kesenjangan gender pada OPD yang menjadi pilot

project

b. Penerapan ARG

5. Mengukur hasil apakah ARG telah dialokasikan pada APBD



15

a. Identifikasi DPA OPD pada suatu period tertentu

b. Identifikasi jumlah anggaran untuk kebijakan/program/kegiatan

OPD pada suatu periode tertentu.

II. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat

diringkas dengan tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

N
o

Nama
Peneliti dan

Tahun

Variabel yang
digunakan

Alat
Analisis

Hasil Penelitian

1. Alfeus Matias

Liufeto ( 2019)

APBD Provinsi

Nusa Tenggara

Timur tahun

2017-2019

Deskriptif

Kualitatif

1. Dinas Pendidikan belum

mengalokasikan anggaran

yang responsif gender pada

tahun 2017-2019

2. Dinas Kesehatan telah

mengalokasikan anggaran

yang responsif gender pada

program/kegiatan dengan

kategori specific gender.

3. Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak sudah

mengalokasikan anggaran

yang responsif gender

dengan kategori specific

gender dan affirmative

gender

2. Dody Setyawan

¹, Firman

Firdausi ²,

Sugeng

Rusmiwari

³(2018)

Dokumen

perencanaan

Dinas

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Anak,

Pengendalian

pendekatan

deskriptif

kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan

tidak berjalannya Pokja PUG di

tingkat Pemerintah Daerah dan

Focal Point di tingkat SKPD.

Penyusunan anggaran juga

tidak menggunakan analisa

gender dalam bentuk GAP

(Gender Analysis Pathway) dan
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N
o

Nama
Peneliti dan

Tahun

Variabel yang
digunakan

Alat
Analisis

Hasil Penelitian

Penduduk dan

Keluarga

Berencana Kota

Batu Jawa

Timur

GBS (Gender Budget

Statement).

3. Puji Astuti APBD Kota

SemarangTahun

2010-2013

Deskriptif

kualitatif

Alokasi anggaran melalui

Rencana Kegiatan Anggaran

(RKA)  di  empat  SKPD  yaitu

Dinas  Pendidikan,  Dinas

Kesehatan, Bapermasper-

KB,dan Kantor

Kesbangpolinmas menunjukan

bahwa  Kota  Semarang  sudah

mengalokasikan    anggaran

berdimensi  gender.
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III. Kerangka Pikir

Berikut merupakan bentuk kerangka pikir dalam penelitian ini :

Gambar 2.1 :
Kerangka Pikir

RPJMD RENSTRA RENJA

Memuat kebijakan
dan program

APBD DPA RKA

Mampu menjawab
kebutuhan setiap orang
secara adil dan setara

APBD Responsif
Gender

Memuat program
dan kegiatan

Mampu memberi manfaat
yang adil dan setara bagi
perempuan dan laki laki


